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Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA MUNGGUR

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MUNGGUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

1.

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGGUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa
wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten;

bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Munggur
Tahun 2015;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara



10,

11,

12,

13.

Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic, Social
And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

14,

15.

16.

1F.

18,

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016
Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13
tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar
tahun 2017 nomor 13);

Peraturan Desa Munggur Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM
Desa ) Munggur Tahun 2015-2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGUR

dan
KEPALA DESA MUNGGUR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.

Bupati adalah Karanganyar.



10.

11.

12.

13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah
kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten
Karanganyar.

Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan
/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan
pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintahan Desa.



Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019, selanjutnya
disebut RKP Desa Tahun 2019, adalah dokumen
perencanaan pembangunan Pemerintah Desa untuk periode

1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(1)

(4)

Pasal 3

RKP Desa  Tahun 2019 memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai
dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten
Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan pemerintah daerah kabupaten
Karanganyar.

Sistematika RKP Desa Tahun 2019, adalah sebagai
berikut :

BAB I . Pendahuluan

BAB II . Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Desa Tahun
2018 Lalu dan Capaian Target RPJMDesa
Tahun 2018.

BABIII : Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun
2019

BABIV : Prioritas Program, Kegiatan, Anggaran Desa

dan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2019

BAB V . PENUTUP

Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Desa ini.



Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 5
RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 6

(1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social
yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau
pemerintah daerah kabupaten.

(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya

ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan
desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku

pada saat diundangkan.



(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini

dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Munggur
Pada tanggal : 28 September 2018
SA MUNGGUR




KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 3 TAHUN 2018
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDesa )

TAHUN 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGUR

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang
bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan
meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala
desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala
desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar
skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan
perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan
operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa,
pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara
pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Munggur Tahun 2019;

d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud
huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan
disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD
tentang RKP Desa Tahun 2019;

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan BPD.



Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7); |

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014
tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

10.

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun
2015; tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No.2 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.



KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.

Disepakati di : Munggur.
Pada Tanggal : \8- 09 - 201¥




BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP Desa Tahun Anggaran 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu
Delapan Belas, bertempat di desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten
Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKP Desa Munggur dengan rincian sebagai berikut

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Pengahsilan tetap dan tunjangan.

b. Operasional Perkantoran.

c. Operasional BPD.

d. Insentif dan Operasional RT/RW.

e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

f. Penyusunan RPJMDesa ,RKPDesa, APBDesa, Perubahan APBDesa dan
Pertanggungjawaban APBDesa.

g. Penyusunan LPPD,LKPJ,IPPD.

h. Lelangan Kas Desa.

i. Honor Guru TK

j. Honor Penjaga

k. Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

1. PILKADES

2. Bidang Pembangunan

Pembangunan Saluran irigasi Desa Munggur

. Pembangunan Jalan Desa Munggur

Pembangunan Sarana Perasaran Fisik Sosial Desa Munggur
. Pembangunan Sarana Perasaran Fisik Kantor Desa Munggur
Pembangunan Sarana Perasaran Pendidikan Desa Munggur
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Munggur
Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Desa Munggur

. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Pembangunan Talud Desa Munggur

Rehabilitasi Kantor Desa

. Pembangunan RTLH

Pembangunan Jamban Keluarga.

.Penbangunan Lanjutan Sarana Prasarana Olahraga Desa Munggur
. Pembangunan Lapangan Desa Munggur

Rehabilitasi Gedung PAUD Desa Munggur

. Pengaspalan Domas

. Pengaspalan Sidorejo

Perbaikan Gorong-Gorong Barat Sidorejo

Pengaspalan Dusun Nglebak

Gorong-gorong Dusun Nglebak

. Talud Jalan Dusun Nglebak

ErOHROTBOBRErRTSEFRS0 Q0T



Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN

1. Ketua 1. Suyatno. W g A OR—. )
2. Wakil Ketua 2. Sutarwa.

3. Sekretaris 3.Suyono.

4. Anggota 4. Setiyono.

5. Anggota S. Suyanto.

6. Anggota 6. Budi Sarono.

7. Anggota 7.Widodo.

8. Anggota 8.Inti Rohmadi

9. Anggota 9.Suharto
10. Anggota 10.Samidi.

11. Anggota. 11.Maridi.



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : ..2../DS-MUNGGUR/2018
Nomor : .. 2./BPD -MUNGGUR /2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MUNGGUR.

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN
2019.

Pada hari ini .. S\Q$9.... tanggal .. De\apan  Be\as 1,14 Septesivecrahun Dua Ribu Delapan
Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPAR. : Kepala Desa Munggur dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Munggur
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. SUYATNO. : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Munggur
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munggur
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Munggur yang telah
diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa
Munggur sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Munggur
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mojogedang untuk mendapat
evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita
Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Munggur Kecamatan
Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 18 September 2018
Jam : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Balai desa Munggur

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir

terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RPJM Desa 2015 — 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes
2018.
Kriteria dan verifikasi RKPDes Munggur meliputi :
. Pagu Indikatif Desa

. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk

N =

desa
. Rancangan RKP Desa Tahun 2019
. Proposal Teknis Kegiatan
. Gambar Rencana Prasarana
. Rencana Anggaran Biaya
. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
. Dafar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

0w N O o bW

Pemimpin musyawarah: Mutmaidah dari, Ketua Tim Penyusun RKP Desa.
Notulen : Darmanto dari Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa.
Narasumber :1. Supar,AMd. dari.Kepala Desa Munggur

2. Suyatno,SPd.I.dari.Ketua BPD Desa Munggur



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP

Desa

1.,
2.

0 N 0o o W

Pagu Indikatif Desa
Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk

desa

. Rancangan RKP Desa Tahun 2019

. Proposal Teknis Kegiatan

. Gambar Rencana Prasarana

. Rencana Anggaran Biaya

. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Pemimpin Rapat Munggur,tgl.

4_\
MUTMAIDAY A NAd

Wakil Kelomp

.............................

Yang mebahas dan menyepakati,
Wakil dan Peserta Musrenbang Desa

No Nama Alamat Tanda Ket.

Tangan
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DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Selasa, 18 September 2018

\ah

Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Munggur
Acara : MUSRENBANGDES Penyusunan RKP Desa Tahun 2019
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga
Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen
perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan
dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi
kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi
kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA)
dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun
perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Munggur
berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai
dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil
evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang
selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan
bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan
pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan

operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Munggur Tahun 2019
mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara

perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Munggur Tahun



B.

2019 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2015-2020,
khususnya pelaksanaan tahun keempat dalam rencana operasional

program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomorl14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Karanganyar, maka
penyusunan RKP Desa Munggur Tahun 2019 disusun dengan

Peraturan Desa.

Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan
pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Munggur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui
analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa
Munggur Tahun 2019 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2018 serta

analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

A. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
A.1 Rencana dan Realisasi RKP Desa Tahun 2018
Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sesuai
dengan RKPDesa Tahun 2018 berbanding capaian realisasi kerja

sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana dan Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tahun 2018
(terlampir)
Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang

belum dapat direalisasikan pada tahun 2018.

A.2 Permasalahan
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak
terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :
1. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah

satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan

A.3 Solusi Penyelesaian
Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat
dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar
permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :
1. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam

pengelolaan kegiatan.



C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
C.1 Rencana dan Realisasi RKP Desa Tahun 2018

C.2

C.3

Target kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sesuai
dengan RKPDesa Tahun 2018 berbanding capaian realisasi kerja

sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun

2018

(terlapir)
Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang

belum dapat direalisasikan pada tahun 2018.
Permasalahan
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak

terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

1. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun
berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

2. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah
dengan desa yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten dan yang
menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak
terlaksana di tahun berjalan

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara
dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah

ditetapkan.

Solusi Penyelesaian
Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat
dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar
permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :
1. Pencantuman kembali kegiatan pada APBDesa Tahun 2019
sebagai kegiatan lanjutan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam

pengelolaan kegiatan.



BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan Desa Munggur Kecamatan

Mojogedang, selama periode Tahun 2019.

3.1 Strategi
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci
setiap misi sebagai berikut :

Misi 1: Bersama Masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.

Misi 2: Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan
pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

Misi 3: Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa
Munggur yang aman, tenteram dan damai.

Misi 4: Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan
(a) Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa bersumber APBDes dan Dana dari Pemerintah
2. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh
Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing
kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
3. Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah Desa dikelola oleh
Bendahara Desa.
(b) Arah pengelolaan Belanja Desa da Perangkat Desa
1. Belanja Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa
Insentif RT dan RW
Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
Tunjangan Operasional BPD
Program operasional Pemerintah Desa
Program Pelayanan Dasar
Program pelayanan dasar infrastruktur
Program kebutuhan primer pangan
Program pelayanan dasar pendidikan
Program pelayanan kesehatan
Program kebutuhan primer sandang
Program penyelenggaraan pemerintahan desa
Progra pemberdayaan masyarakat desa
Program ekonomi produkti

ol e A Ul
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BAB IV
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN DESA

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Munggur yang
disusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada
rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-
benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2019 adalah :

a. Pengahsilan tetap dan tunjangan

o

Operasional Perkantoran

Operasional BPD

Insentif dan Operasional RT/RW

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, Perubahan APBDesa

= 0 o 0

dan Pertanggungjawaban APBDesa
Penyusunan LPPD,LKPJ,IPPD

7

h. Lelangan Kas Desa

2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2019 adalah :
a. Pembangunan Saluran irigasi Desa Munggur
b. Pembangunan Jalan Desa Munggur
c. Pembangunan Sarana Perasaran Fisik Sosial Desa Munggur
d. Pembangunan Sarana Perasaran Fisik Kantor Desa Munggur

e. Pembangunan Sarana Perasaran Pendidikan Desa Munggur



4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun

2019 adalah :

a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
b. Pemberdayaan Posyandu

Ci Pemberdayaan KB-MKJP

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lainya

€. Pembangunan RTLH

£ Pembangunan Jamban Keluarga

g. Peringatan Hari Kemerdekaan RI

h. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar

i Lomba Desa

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa

k. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pelatihan Keterampilan

m. Bantuan kegiatan BUMDesa
n. Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
5. Rencana Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Prioritas kegiatan Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2019 adalah :

1. Penangulangan Bencana

. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang di kelola melalui

kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada
tahun 2019 terdiri dari :
1. -

. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola desa sebagai

penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat desa Munggur tetapi pemerintah desa tidak
mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut
secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara

pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar



dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa
dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang
tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada
Bupati.

Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada
Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan
oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

1. Tahapan Persiapan
Tahapan persiapan meliputi:

a. Penetapan pelaksana kegiatan;

b. Penyusunan rencana kerja;

c. Sosialisasi kegiatan;

d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
e. Penyiapan dokumen administrasi;

f. Pengadaan tenaga kerja; dan

g. Pengadaan bahan/ material.

2. Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan
menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam
hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa,
dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana
kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Desa, terdiri dari :

a. Ketua : Sutarman
b. Sekrettaris : Riyanto
c. Anggota : 1. Budi Prawoto

2. Muh. Zainudin

3. Kusmanto



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Munggur Tahun 2019
ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka —menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun
Anggaran 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Munggur Tahun 2019
ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan
berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan
selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang
menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.
Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan
berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan
pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun
dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan
pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang
telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Munggur Tahun 2019 maka hal tersebut
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Munggur Tahun 2019
akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku
kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat
memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan
pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang
direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Munggur dalam kurun waktu
yang telah direncanakan.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif

dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan



pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan
akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka
diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan

secara proporsional

Ditetapkan di Munggur
pada tanggal 18 September 2018

KEPALA DESA MUNGGUR,

SUPAR
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KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUR KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Menimbang :

Mengingat

oy

10;

11.

NOMOR 141/14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDesa
TAHUN 2019

KEPALA DESA MUNGGUR

Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan
penjabaran dari RPJM Desa.

Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui
Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim
Penyusun RKP Desa).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar: No. 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;



Menetapkan:
KESATU

MEMUTUSKAN :

: Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2019 sebagai berikut :

Pembina :SUPAR, A.Md ( Kepala Desa )
Ketua :MUTMAIDAH, A.Md ( Sekretaris Desa )
Sekretaris :H. DARMANTO ( Ketua LPMD)
Anggota 1. SUTARNO ( Kaur Keuangan )

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

2. KUAT PRIYO H. ( Kasi Pemerintahan )
3. ISTIQOMAH ( Lembaga Desa)
4. KAMIYATUN, A.Md ( Lembaga Desa)

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah
menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2019 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan
Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara
partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu
pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri
No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa,
Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015
tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans.
No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018;

Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing
dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten),
Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang
berkompeten.

Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya
Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Tahun 2019 oleh Kepala
Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Munggur
: 20 Juli 2018

»

QTS
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